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ABSTRAK

Domisili adalah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir dan
melakukan hak serta kewajibannya. Pengaturan mengenai domisili dimuat dalam
beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
Pembahasan dalam penulisan ini akan difokuskan pada pencabutan pengaturan
mengenai rumah kematian dan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan
tempat tinggalnya serta dicabutnya ketentuan mengenai domisili yang ada dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Undang-Undang Administrasi
Kependudukan.

Pengaturan mengenai rumah kematian yang berkaitan dengan domisili perlu
untuk diatur dikarenakan rumah kematian merupakan hal yang harus diperhatikan
dan memiliki dampak hukum yang besar terhadap gugatan waris yang diajukan
oleh ahli waris melalui jalur litigasi. Pengaturan mengenai tempat tinggal Pegawali
Negeri Sipil pun perlu untuk diatur karena pengaturan mengenai tempat tinggal
Pegawai Negeri Sipil menentukan dimana hak dan kewajiban dari Pegawai Negeri

Sipil tersebut, termasuk perbuatan hukum yang dilakukan tersebut berada.

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis
normative, yaitu penelitian yang menggunakan sumber hukum sebagai variabel
untuk menganalisis dan menciptakan kebenaran yang reliable. Hasil yang
diperoleh dari penelitian hukum ini yaitu bahwa pengaturan mengenai rumah
kematian dan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan domisili dirasa lebih
tepat dan efisien apabila menggunakan dasar hukum yang ada dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 20 dan Pasal 23), sebelum dinyatakan
tidak berlaku oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hal ini didasari
pada pengaturan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak
mengakomodir masalah dan memberikan dasar hukum yang pasti terhadap rumah

kematian dan tempat tinggal Pegawai Negeri Sipil.

Kata kunci : Domisili, Rumah Kematian, Pegawai Negeri Sipil, UU Adminduk.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Setiap orang di dunia ini pasti memiliki tempat tinggal atau tempat
kediaman untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Dalam dunia hukum, tempat
kediaman atau tempat tinggal disebut juga sebagai “domisili”. “Tempat kediaman
atau domisili memiliki pengertian yakni tempat di mana seseorang dianggap
selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya

"1 Domisili sendiri diatur dalam

juga meskipun kenyataannya dia tidak ada di situ.
Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (selanjutnya disingkat sebagai KUHPerdata). “Terdapat macam-
macam domisili, yakni : tempat kediaman atau tempat tinggal yang sesungguhnya
(de ligenlijke of algemene woonplaats) dan tempat kediaman atau tempat tinggal
yang dipilih (gekozen woonplaats). Tempat kediaman atau tempat tinggal yang
sesungguhnya ialah tempat yang bertalian dengan hak-hak melakukan wewenang

perdata seumumnya.”?

Tempat kediaman atau tempat tinggal yang sesungguhnya dibedakan
menjadi dua, yaitu “Tempat tinggal yang bebas atau yang berdiri sendiri, tidak
terikat atau tergantung pada hubungannya dengan pihak lain, dan tempat tinggal
yang tidak bebas, yakni tempat tinggal yang terikat atau tergantung pada
hubungannya dengan pihak lain”3. Pengertian “Tempat kediaman atau tempat
tinggal yang dipilih bertalian dengan hal-hal melakukan perbuatan hukum tertentu

"4 Unsur domisili sendiri salah

saja, sehingga dipilihlah tempat kediaman tersebut
satunya ialah “Setiap orang dianggap memiliki tempat tinggal dimana ia
menempatkan pusat kediamannya, dan dalam hal tidak adanya tempat tinggal

yang demikian, maka tempat kediaman senyatanya dianggap sebagai tempat

! F.X. SUDARHANA, HUKUM PERDATA 1: BUKU P ANDUAN MAHASISWA 63 (PT. GramediaPustaka Utama, Jakarta, 1992).

2
Id., pada 64.
% RIDUAN SYAHRANI, SELUK BELUK DAN ASAS-ASAS HUKUMPERDATA 64 (Penerbit Alumni, Bandung, 1992).

“* F.X. SUDARHANA, supra catatan no. 1, pada 64.



tinggalnya™®

. Domisili memiliki arti penting, salah satunya yakni “Untuk
menentukan atau menunjukkan suatu tempat dimana berbagai perbuatan hukum
harus dilakukan, untuk mengetahui dengan siapakah seseorang itu melakukan
hubungan hukum, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing dan
berkaitan dengan pembatasan kewenangan berhak seseorang”®. Dengan adanya
domisili dapat mempermudah penentuan tempat tinggal seseorang dalam
perbuatan Hukum Waris. Terhadap permasalahan seperti itu, domisili memiliki
dasar pengaturan tersendiri, yakni Pasal 23 KUHPerdata yang berbunyi: “Yang
dianggap sebagai rumah kematian seseorang yang meninggal dunia adalah rumah
tempat tinggalnya yang terakhir.”” Sehingga, dapat dijelaskan bahwa apabila
seseorang meninggal dunia, maka tempat tinggal terakhir orang tersebut yang
nantinya disebut sebagai rumah kematiannya. Selain itu, dengan adanya domisili
juga dapat mempermudah untuk menentukan di mana tempat kediaman seseorang
karena senyatanya banyak orang yang berpindah-pindah tempat tinggal dan
perpindahan tersebut salah satunya dikarenakan unsur pekerjaan. Maka, terhadap
permasalahan seperti itu, domisili memiliki dasar pengaturan yakni Pasal 20
KUHPerdata yang berbunyi: “Mereka yang ditugaskan untuk menjalankan dinas
umum, dianggap bertempat tinggal di tempat mereka melaksanakan dinas.”®
Sehingga, dapat dijelaskan berdasarkan bunyi pasal tersebut apabila terdapat
seseorang yang berpindah-pindah tempat tinggal dikarenakan pekerjaan, maka
yang dianggap sebagai tempat tinggalnya yaitu di tempat orang tersebut

menjalankan pekerjaannya.

Pertama-tama, penelitian ini membahas mengenai peristiwa dan
ketentuan hukum yang berkaitan dengan kematian dan harta warisan sebagai
akibat yang diatur oleh Hukum Perdata dikaitkan dengan domisili. Perlu diketahui
bahwa dalam Hukum Perdata, peristiwa kematian seseorang menimbulkan
berbagai akibat yang diatur oleh hukum, misalnya penetapan ahli waris dan harta

warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Pengaturan

®> KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, Pasal 17.
® F.X. SUDARHANA, supra catatan no. 1, pada 65.

7 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, supra catatan no. 5, Pasal 23.
% 1d., Pasal 20,



mengenai kematian secara spesifik diatur dalam Hukum Waris. Hukum Waris
merupakan bagian dari Hukum Perdata yang memiliki peranan penting dalam
pengaturan mengenai pewarisan di Indonesia. “Hukum Waris adalah segala
peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta pewarisan dari pewaris
karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.” Pengaturan
mengenai Hukum Waris terdapat dalam Buku Il KUHPerdata. Terdapat beberapa
sistem hukum di dalam Hukum Waris di Indonesia, yakni : Hukum Waris Adat,
Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris KUHPerdata. Namun, penelitian ini

memfokuskan hanya pada sistem pewarisan menurut KUHPerdata saja.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dan merupakan hal esensial yang
ada dalam Hukum Waris adalah adanya pewaris (“orang yang telah meninggal
dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang
dimiliki semasa hidupnya™?), ahli waris (“dalam hukum waris perdata
dikarenakan perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak dan
yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewarisi”*?),
dan harta warisan (“keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris,
baik piutang-piutang maupun utang-utang”*?). Salah satu pokok bahasan dalam
penulisan hukum ini adalah menganalisis pengaturan mengenai rumah kematian
yang berkaitan dengan Hukum Waris dan ketentuan mengenai domisili seorang
Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat sebagai  UU
Adminduk).

Rumah kematian merupakan “tempat tinggal terakhir dari seseorang yang
meninggal dunia”*®. Rumah kematian sendiri ketentuannya diatur di dalam Pasal

23 KUHPerdata dan memiliki peranan penting, salah satunya yakni “dalam soal

° RONALD SAIJA & ROGER F.X.V.LETSOIN, BUKU AJAR HUKUMPERDATA 106 (Deepublish, Yogyakarta , 2016).

10 F SATRIO WICAKSONO, HUKUM WARIS : CARA MUDAH & TEPAT MEMBAGI HARTA WARISAN 5-6 (Visimedia, Jakarta
Selatan, 2011).

1 1d., pada 7.

121d., pada 12.

3 DJAIA.SMELIALA,S.H, PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG ORANG DAN HUKUM KELUARGA 30 (Nuansa
Aulia, Bandung, 2006).



soal pembagian warisan, di samping itu para kreditor orang yang meninggal
diperkenankan menggugat “seluruh ahli waris” pada rumah kematian tersebut.”*
Rumah kematian memiliki keterkaitan dengan domisili dalam hal mengajukan

gugatan waris atas sengketa waris.

Kedua, dalam penelitian ini juga dibahas mengenai domisili yang
berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil. Perlu diketahui bahwa dalam
pelaksanaannya, terdapat unsur penunjang yang memiliki peranan penting untuk
mewujudkan dan membantu proses administrasi pemerintahan di Indonesia, yakni
Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil merupakan “Warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.*®” Apabila dilihat berdasarkan pengertian Pegawai Negeri Sipil di
atas, maka Pegawai Negeri Sipil keberadaannya masuk ke dalam pegawai
Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut juga dibuktikan bahwa pegawai Aparatur
Sipil Negara sendiri terdiri dari 2, yakni Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( selanjutnya disingkat sebagai PPPK).

Untuk pengertian Pegawai Negeri Sipil terdapat persamaan dengan yang
telah dipaparkan sebelumnya, yaitu warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan,
sedangkan PPPK ialah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa
PPPK merupakan pegawai tidak tetap pemerintah yang tidak memiliki Nomor
Induk Pegawai dan hanya memiliki kontrak kerja sekurang-kurangnya 12 bulan
atau 365 hari.

*1d., pada 31.
!> UNDANG UNDANG R.I., No.5 TAHUN 2014, APARATUR SPIL NEGARA, L.N.R.I TAHUN 2014 NO. 6, Pasal 1 angka (3).



Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat sebagai UU ASN), dijelaskan peran
daripada Aparatur Sipil Negara dalam pemerintahan yakni “sebagai perencana,
pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang
profesional.”!® Selain itu, fungsi Aparatur Sipil Negara sendiri ialah sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, sebagai perekat dan pemersatu
bangsa. Berdasarkan peran dari Aparatur Sipil Negara di atas, yakni sebagai
perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik
yang profesional memiliki keterkaitan dengan domisili seseorang. Hal tersebut
dikarenakan dalam penjelasan peran dari seorang Pegawai Negeri Sipil, kata-kata
sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional
menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil sendiri pasti diberikan tugas di suatu
wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia dikarenakan adanya tugas umum
pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya nasional. Maka, atas tugas yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut yang dapat menyebabkan
berpindah-pindahnya tempat tinggal seorang Pegawai Negeri Sipil, perlu untuk
diatur mengenai domisili Pegawai Negeri Sipil tersebut dan apabila seorang
Pegawai Negeri Sipil mendapatkan permasalahan waris perdata menyangkut
pembagian harta warisan, maka gugatan mengacu terhadap Pasal 20 KUHPerdata
tersebut. Namun, senyatanya keberadaan Pasal 20 KUHPerdata tersebut dicabut
oleh UU Adminduk.

Sehingga, setelah mengetahui penjelasan secara singkat, penulis akan
mengulas hubungan antara dua variabel, yakni adanya aturan tentang domisili dan
rumah kematian menurut KUHPerdata, serta aturan mengenai domisili yang
berkaitan dengan tempat tinggal seorang Pegawai Negeri Sipil disertai dengan
pencabutan Pasal 20 dan 23 KUHPerdata oleh Undang-Undang Adminduk yang
menyebabkan timbulnya akibat hukum atas pencabutan tersebut.

6 1d., Pasal 12.



Ketentuan yang mencabut Pasal 20 dan Pasal 23 KUHPerdata oleh

Undang-Undang Adminduk terdapat dalam Pasal 106 yang berbunyi :

“Pada saat Undang—Undang ini mulai berlaku

a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang
— Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatshlaad
1847:23);

b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het
Holden der Registers van den Burgerlyken Stand voor Europeanen, Staatsblad
1849:25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:1361);

C. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor
Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean.
Staatsblad 1917:129 jo, Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir
dengan Staatsblad 1946:136);

d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op
het Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand Door Eenigle Groepen
v.d nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van
Java en Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsbhlad 1927:564);

e. Perturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia
(Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en
Amboiena, Staatsbhlad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah
terakhir dengan Staatsblad 1939:288);

f. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau
Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154); dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.” *’

Selain  mengenai pencabutan ketentuan domisili, UU Adminduk

mengatur ketentuan mengenai domisili yang diatur hanya dalam 1 Pasal, yakni

Pasal 13 yang berbunyi:

“(1) Setiap penduduk wajib memiliki NI1K.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang
diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setigp
Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen
Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor
pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen
identitas lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan
dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan
Pemerintah.” '8

7 UNDANG UNDANG R.I., No. 23 T ahun 2006, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, L.N.R.I Tahun 2006 No. 124, Pasal 106.

814, Pasal 13.



Pasal 13 di atas mengatur mengenai pentingnya Nomor Induk
Kependudukan sebagai dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor
pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan
dokumen identitas lainnya. Dengan demikian, NIK perlu untuk dicantumkan
dalam setiap dokumen kependudukan dan wajib dimiliki oleh setiap Penduduk
Indonesia. Adanya Pasal 13 dalam UU Adminduk sendiri dirasa tidak dapat
melingkupi atau mencakupi ketentuan-ketentuan mengenai domisili dalam
KUHPerdata.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka menjadi penting untuk
menganalisis serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut agar tidak
terjadi keraguan di dalam pengaturan mengenai rumah kematian di dalam Hukum
Waris dan pengaturan mengenai domisili yang ditujukan terhadap Pegawai Negeri
Sipil setelah berlakunya UU Adminduk. Sehingga, diperlukan aturan lebih lanjut
dan penting untuk dilakukan penelitian agar dapat memberikan kepastian hukum,

dan penjelasan kepada masyarakat.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dibuatlah
rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Penulis

mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pengaturan ketentuan mengenai rumah kematian dan tempat
tinggal seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 jikalau terjadi gugatan waris perdata dan apakah sudah tepat pencabutan

mengenai ketentuan domisili dari KUHPerdata?
1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan acuan dari

rumusan masalah yang diuraikan adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui pengaturan “rumah kematian” berkaitan dengan
tempat gugatan hak waris dan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil
yang berkaitan dengan tempat tinggal serta berkaitan dengan tempat
gugatan hak waris perdata.

2. Untuk mengetahui apakah sudah tepat ketentuan mengenai domisili
yang dicabut keberadaannya dari KUHPerdata dan dinyatakan tidak
berlaku oleh UU Adminduk dengan tidak disertai ketentuan atau

pengaturan lebih lanjut terhadap pencabutan tersebut.
1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan setidaknya 2 manfaat dan

kegunaan, yakni:

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai hasil
penelitian yang berkaitan dengan rumah kematian dan domisili dalam
sengketa waris serta terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang
berkaitan dengan tempat tinggalnya dan apabila terdapat gugatan
waris perdata, agar dikemudian hari masyarakat sudah paham dan
mengerti mengenai peraturan dan akibat hukum dari peraturan
mengenai rumah kematian serta domisili terhadap seorang Pegawai
Negeri Sipil.

2. Memberikan masukan serta analisis hukum kepada pembuat peraturan
perundang-undangan, khususnya lembaga legislatif mengenai
pencabutan ketentuan domisili dalam Pasal 106 UU Adminduk Nomor
23 Tahun 2006 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni metode
penelitian yuridis normatif atau metode penelitian yuridis dogmatis. “Penggunaan
metode penelitian yuridis normatif atau yuridis dogmatif dikarenakan cara

pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan



seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan
ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa
mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Berbagai bahan hukum
banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum,

dan kasus-kasus hukum vyang telah diputus.”®®

Metode penelitian ini
menggunakan corak penalaran deduktif dan kebenaran yang tidak perlu untuk
dilakukan pengujian (reliable). Penulis menggunakan metode penulisan di atas
karena penulis akan menggunakan asas dan norma hukum, serta teori-teori hukum

sebagai dasar untuk memperoleh kebenaran dari permasalahan yang diangkat.

Penulis akan membedah berbagai sumber kepustakaan yang relevan dan
menunjang penelitian penulisan hukum ini. Sumber dan bahan acuan yang akan

penulis gunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer seperti : Kitab Undang — Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan yang mengalami perubahan
menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

2.Bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk mendukung
sumber hukum primer seperti : buku teks yang membahas mengenai
Hukum Perdata, Hukum Waris, Hukum Administrasi Negara, Hukum
Acara Perdata. Jurnmal-jurnal hukum yang membahas mengenai
domisili, perbuatan hukum seperti pewarisan, kematian, rumah
kematian serta mengenai Pegawai Negeri Sipil. Penulis juga akan
menggunakan beberapa teori dan asas hukum yang terdapat di dalam
bahan-bahan sekunder untuk menunjang penelitian ini.

3. Bahan-bahan hukum tersier yang sejatinya dapat membantu
memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap penelitian yang sedang
penulis kerjakan, seperti: ensiklopedia, web, dan sebagainya dengan

tetap memperhatikan kualitas dari sumber literatur tersebut.

'% JOHNY IBRAHIM, TEORI & METODOLOGI PENEL ITIAN HUKUM NORMATIF300 ( Bayumedia Publishing, Malang, 2012).



1.7 Sistematika Penulisan
Bab | : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian awal mengenai latar belakang masalah hukum yang
mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian dan analisis hukum, terdapat juga
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta kegunaan penelitian, metode
penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk
memberikan kerangka atau pola pikir awal kepada pembaca yang berminat untuk

membaca penulisan hukum ini.

BAB Il : LANDASAN TEORI MENGENAI RUMAH KEMATIAN DALAM
HUKUM WARIS SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM UNDANG-
UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

Bab ini akan membahas mengenai Hukum Waris di Indonesia, teori-teori
dan asas Hukum Waris yang ada dan berkembang di Indonesia berkaitan dengan
Hukum Perdata dan Hukum Waris, kedudukan Hukum Waris di dalam
KUHPerdata. Selain itu, dalam bab ini pula akan dijelaskan mengenai seluk beluk
rumah kematian dan domisili dan dibahas juga mengenai Pegawai Negeri Sipil
serta segala hal yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil dan pengaturannya
dalam UU ASN.

BAB Il : KETENTUAN TENTANG DOMISILI SERTA PENCABUTAN
KETENTUAN DOMISILI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2013 ATAS PERUBAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang dibentuknya UU
Adminduk, pengaturan mengenani domisili dalam UU Adminduk, pencabutan
pengaturan mengenai domisili dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 106 UU

Aminduk Nomor 23 Tahun 2006, dan segala hal yang berkaitan dengan domisili.
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BAB IV : ANALISIS PENGATURAN PASAL 23 TENTANG “RUMAH
KEMATIAN” DAN PASAL 20 TENTANG DOMISILI YANG
BERKAITAN DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bab ini akan membahas mengenai ketentuan mengenai rumah kematian
dan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan domisili dalam KUHPerdata
ditinjau berdasarkan pencabutan ketentuan domisili menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk serta tepatkah pencabutan domisili
tersebut beserta akibat hukumnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil
penelitian terhadap permasalahan yang diangkat di dalam penulisan hukum ini.
Kesimpulan didapatkan dari hasil perpaduan antara analisis, fakta- fakta, peraturan
perundang-undangan dan doktrin dari ahli yang terkait, sehingga tujuan dari
dibuatnya bab ini pada akhirnya dapat memberikan suatu opini atau analisis
hukum yang layak kepada pembaca demi kepentingan akademik dan masyarakat.
Subtansi bab ini juga memuat saran pribadi dari penulis, yang didapat dari
pengalaman, hasil analisis, serta pola berpikir penulis selama proses penelitian ini.

Bab ini menjadi bagian akhir dari proses serta perumusan penulisan hukum ini.
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